
Visi :

Misi : 1. Meningkatkan Kemampuan Sumber daya Aparatur.

2.

3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik,

3 7 8 9

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 7.240.054.614,00           

- Output : Bulan 12

- Outcome : Memperlancar proses pekerjaan. Bulan 12

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 157.378.200,00              

- Outcome : 8

- Output : % 100

2. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 2.285.274.528,00           

- Outcome : Tahun 1

- Output : % 100

3. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 140.800.000,00              

- Outcome : Bulan 12

- Output : % 100

4. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 125.858.000,00              

- Outcome : Orang 16

- Output : % 100

5. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 697.000.500,00              

- Outcome : Bulan 12

- Output : % 100

6. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 761.417.000,00              

- Outcome : 48 / 1

- Output : % 100

7. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 603.375.000,00              

- Outcome : 12  / 12

- Output : % 100

8. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 408.306.986,00              

- Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan

Bulan 12

- Output : % 100

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 408.682.400,00              

- Outcome : Tahun 1

- Output : % 100

2. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 81.400.000,00                

- Outcome : laporan / Bulan 12 / 12

- Output : % 100

3. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 222.499.000,00              

- Outcome : laporan / Tahun 6 / 1

Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit 

kerja perangkat daerah 

yang ada di kecamatan.

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan pada 

Masyarakat

Persentase terlaksananya Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada 

Camat

Terlaksananya Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Terkait kewenangan lain

Pemeliharaan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik.

Koordinasi 

penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan.

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintah

Persentase Terlaksananya Kegiatan 

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

tingkat kecamatan

unit / tahun

Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah.
 laporan / bulan

Persentase terlaksanannya kegiatan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi umum 

perangkat daerah. Tersedianya kebutuhan administrasi umum 

Perangkat Daerah

Pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah.
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Persentase Terlaksananya Kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase terlaksananya pengadaan barang 

milik daerah penunjang urusan pemerintahan 

daerah

Administrasi barang milik 

daerah pada perangkat 

daerah.

Persentase Terlaksananya Administrasi

Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Administrasi kepegawaian 

perangkat daerah. Terlaksananya Peningkatan Kompotensi ASN 

dan Non ASN

Persentase Terlaksananya Kegiatan 

Peningkatan Administrasi Kepegawaian

Tersedianya gaji dan tunjangan PNS.

Penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/kota.

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

evaluasi kinerja perangkat 

daerah.

Persentase Terlaksananya Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen

Administrasi Keuangan 

perangkat daerah.

Tersedianya Dokumen kegiatan Perencanaan, 

Penggangaran dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah

Persentase Dokumen kegiatan perencanaan, 

Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Tercapainnya jumlah penyediaan gaji 

tunjangan ASN serta tersedianya Laporan 

Keuangan Akhir Tahun

1 2 4 5 6

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Indeks pelayanan / indeks

kepuasan masyarakat

 87.00% Belanja Operasi

Target 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KANTOR CAMAT TALANG MUANDAU

TAHUN 2023

Terwujudnya Sistem Pelayanan PATEN Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Meningkatkan Disiplin Kinerja Aparatur.

SASARAN 

PROGRAM URAIAN

Penetapan Indikator Kinerja 

KET.
URAIAN INDIKANTOR KINERJA TARGET Indikator Kinerja Satuan 
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3 7 8 91 2 4 5 6

Target 

SASARAN 

PROGRAM URAIAN

Penetapan Indikator Kinerja 

KET.
URAIAN INDIKANTOR KINERJA TARGET Indikator Kinerja Satuan 

- Output : % 100

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 861.091.200,00              

- Outcome : laporan / Bulan 4 / 12

- Output : % 100

2. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 77.104.100,00                

- Outcome : dokumen / Bulan 3 / 3

- Output : % 100

3. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 234.386.000,00              

- Outcome : keluarga / Bulan 100 / 12

- Output : % 100

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 140.481.600,00              

- Outcome : Tahun 1

- Output : % 100

2. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 52.240.000,00                

- Outcome : laporan / Bulan 12 / 12

- Output : % 100

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 675.315.100,00              

- Outcome : orang / tahun 160 / 1 

- Output : % 100

1. - Input : Dana yang dibutuhkan. Rp 43.110.000,00                

- Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

dokumen / tahun 9 / 1

- Outcome : % 100

Beringin,     Januari  2023

CAMAT TALANG MUANDAU

RISKY AFRIANDY, S.STP., M.Si

PENATA TK.I

NIP. 19910409 201206 1 001

Pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa.

Fasilitas, rekomendasi 

dan koordinasi 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa.
Persentase terlaksananya Fasilitasi, 

Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintaha  Desa

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase terlaksananya Koordinasi 

Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah

Penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

umum.
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum

Persentase terlaksananya Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum

Koordinasi penerapan 

dan penegakan peraturan 

daerah dan peraturan 

kepala daerah.

Terlaksananya kegiatan Penegakan Peraturan 

Perundang-undangan

Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Koordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum 

sesuai penugasan kepala 

daerah.

Pemberdayaan 

masyarakat desa dan 

kelurahan.

Koordinasi kegiatan 

pemberdayaan desa.

Persentase pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada 

Camat

Terlaksananya Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Terkait kewenangan lain

Persentase terlaksananya Pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 

kepada Camat

Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di wilayah Kecamatan

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM).

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 

Penanganan Covid-19

Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

Persentase terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan 

Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 
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